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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A.  Latar Belakang 

Wilayah Indonesia merupakan Rechtstaat, artinya semua tindakan 

didalam pemerintahan baik itu dalam menyelenggarakan pemerintahan di 

kehidupan bernegara, berbangsa maupun berwarga negara, semuanya haruslah 

berdasarkan hukum tanpa terkecuali sedikitpun, karena itu adalah konsekuensi 

yang harus dijalani oleh Wilayah Indonesia selaku wilayah yan diliputi oleh 

peraturan seperti didalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang–Undang Dasar 

Negara Republik lndonesia 1945
1
, yang menyatakan “Presiden berhak dalam 

mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat”.  

Di era reformasi korupsi merupakan salah satu bentuk dari 

penyelewengan uang milik negara yang dapat dilakukan oleh pejabat negara 

ataupun yang bukan pejabat negara yang terus-menerus meningkat oleh 

perkembangan zaman. Di kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, korupsilah 

                                                             
1
  Saipuddin Zahri, Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Palembang: Tunas Gemilang 

Press, 2016, hlm. 1. 
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yang menjadi tolak ukur paling serius yang dapat membahayakan kehidupan 

serta kesejahteraan pada bangsa, tak terkecuali pada Bangsa Indonesia.
2
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korup adalah buruk, 

busuk, senang menggunakan benda atau harta kekayaan yang telah diyakinkan 

padanya, mampu disuap dari kewenangannya bagi kebutuhan diri sendiri 

ataupun orang lain
3
, sedangkan korupsi merupakan penggelapan atau 

penyelewengan uang, baik di suatu wilayah atau badan hukum dengan tujuan  

meraih keuntungan diri sendiri ataupun bukan.
4
 

Adapun pengertian Korupsi menurut beberapa para Ahli, diantaranya 

yaitu:
5
 

1. Menurut Nurdjana, Korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk, jahat, 

curang, dapat disogok, yang secara langsung ataupun tidak langsung telah 

melanggar hukum, norma agama materil, serta menyimpang dari 

kebenaran yang ada. 

2. Menurut Philip, Korupsi adalah suatu tindakan maupun tingkah laku dari 

seorang atau lebih pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas 

                                                             
2
 Super User, Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, 

https://acch.kpk.do/id/artikel/fokus/sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia. Diakses pada 

21 Januari 2020. Pukul 17:22 WIB. 
3
 Rizky Maulana dan Putri Amelia, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Surabaya: CV. Cahaya 

Agency, 2016, hlm. 231. 
4
 Martiman Prodjohamidjoyo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Bandung: 

Mandar maju, 2011, hlm. 7. 
5
 Zakky, Pengertian Korupsi Secara Umum, Menurut Para Ahli & Undang – Undang, 

https://www/zonareferensi.com/pengertian-korupsi/, Diakses pada 14 Januari 2020. Pukul 20:00 WIB. 
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publik formal ataupun tanggung jawab yang telah dipertanggung 

jawabkan padanya dengan tujuan supaya memperoleh manfaat pribadi 

maupun bukan, yang berkaitan dengan pelaku korupsi, baik itu keluarga, 

kerabat, ataupun teman dari pelaku korupsi tersebut. 

3. Menurut Subekti, Korupsi adalah suatu usaha dalam perusahaan dagang 

yang pendapatannya diusahakan semaksimal mungkin oleh seorang abdi 

negara yang suka memakai barang (uang) yang memandang tempat 

bekerjanya sebagai kegiatan jual beli. 

Maka dapat disimpulkan secara rinci bahwa korupsi adalah suatu tindakan 

dari pejabat publik, baik itu politisi ataupun pegawai negeri, dan juga pihak lain 

yang terlibat didalamnya dengan cara yang tidak wajar serta ilegal (menyalahi 

aturan) yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang telah dikuasakan 

kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun orang lain.
6
 

Penyelewengan uang negara tergolong sebagai suatu perbuatan jahat yang 

sangat tidak biasa dari negara maju hingga negara berkembang seperti 

Indonesia, sehingga permasalahan korupsi ini bukan lagi menjadi permasalahan 

lokal pada keseimbangan antara hukum dan ekonomi bagi suatu negara. 

Permasalahan korupsi ini juga sudah ada sejak sebelum era kemerdekaan, dan 

mengalami peningkatan selama masa kepresidenan Soeharto dari tahun 1967 

                                                             
6
 Adami Chazawi, Hukum Pidana formil dan Matril Korupsi di Indonesia, Malang: IKAPI 

JATIM, 2005, hlm.2. 
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hingga 1998.
7
 Bahkan telah meningkat dan menyebar ke seluruh masyarakat 

kaya ataupun miskin yang menyebabkan keadaan negara semakin tidak 

terkendali dan membawa bencana terhadap perekonomian, karena hal inilah 

yang membuat korupsi semakin berkembang dan menjadi salah satu 

permasalahan negara yang terbesar yang sulit dihindari maupun diberantas 

kehadirannya. 

Mengenai dasar hukum tindak pidana korupsi, sudah diatur berdasarkan 

Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan 

Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan 

Kekayaan Penyelenggara Negara. Sehingga undang-undang tersebut 

                                                             
7
 Arum Sutrisni Putri, UU Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi, 

https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/190000169/uu-tipikor-dan-upaya-pemberantasan -

korupsi?page=all, Diakses pada 15 Januari 2020. Pukul 19:00 WIB. 
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mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian serta 

memberantas kasus penyelewengan uang negara pada wilayah Indonesia.
8
 

Penyelewengan uang negara merupakan kejahatan istimewa yang dalam 

penanganannya diselesaikan oleh pihak kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 

Jaksa dapat berperan sebagai penyidik, hal ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf a KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, daripada itu maksud KUHAP 

pada porsi pengusutan yang terletak pada bab mengenai Penyidikan yaitu Bab 

XIV. Disisi lain, jaksa juga berperan menjadi penuntut umum dan sebagai 

eksekutor pada perkara pidana, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
9
 maka untuk menyudahi 

kewajibannya itu Jaksa juga harus menjalin kerjasama dengan pihak lain, atau 

biasa disebut dengan kerjasama hukum, karena didalam suatu hubungan dalam 

suatu aturan atau hukum yang bersifat pasti. Kerjasama hukum dengan pihak 

lain disini dapat berbentuk badan hukum, perseorangan, serta instansi 

pemerintahan lainnya. Kerjasama hukum dengan badan hukum contohnya 

adalah hubungan dengan perusahaan terorganisasi yakni tersangka 

melaksanakan suatu tindak pidana korupsi. Kaitan hukum dengan perseorangan 

                                                             
8
 Arum Sutrisni Putri, UU Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi, 

https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/190000169/uu-tipikor-dan-upaya-pemberantasan -

korupsi?page=all, Diakses pada 15 Januari 2020. Pukul 19:00 WIB. 
9
 Anonim, Kewenangan Jaksa Melakukan Penyelidikan, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569927199518f/kewenangan-jaksa-melakuka n-

penyelidikan/#_ftn1, Diakses pada 15 Januari 2020. Pukul 19:30 WIB. 
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contohnya adalah hubungan dengan seorang tersangka, seorang saksi, dan 

dengan seorang penasehat hukum. Dan yang terakhir adalah jalinan hukum 

dengan instansi pemerintahan lainnya yang bisa dilakukan dengan sesama 

penegak hukum, contohnya Pengadilan, Kepolisian, serta Lembaga 

Pemasyarakatan. Juga badan lain yang bergerak tidak di bidang penegak 

hukum, seperti contohnya Bank, BPKP, serta Kantor Pos. 

Mengenai peran jaksa sebagai penyidik, karena pada KUHP serta 

Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia memang bukan secara 

terus terang menyerahkan kewenangan penyelidikan kepada jaksa sebagai 

penyidik. Tetapi hal ini diatur didalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a KUHAP, Pasal 

7 Ayat (1) KUHAP, dan Bab XIV KUHAP. Pelaksanaan penyelidikan oleh 

jaksa sebagai penyidik sendiri tidak pernah dipersoalkan karena secara ringkas 

fungsi penyelidikan yakni guna menunjang proses penyidikan. Dalam arti, 

menyempurnakan bukti serta petunjuk yang meyakinkan untuk menetapkan 

bisa atau tidaknya dilakukan penyidikan atas suatu tindak pidana. Bisa disebut 

penyelidikan pada dasarnya merupakan bagian dari penyidikan. Hal ini terlihat 

dari kewenangan yang dimiliki Penyelidik, yaitu:
10

 

1. Mendapat laporan maupun pengaduan dari seseorang mengenai adanya 

tindak pidana. 

                                                             
10

 Lihat Pasal 5 Ayat (1) huruf a KUHAP. 
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2. Mencari penjelasan serta barang bukti. 

3. Memerintah berhenti seseorang yang dicurigai serta menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri. 

4. Mendatangkan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 

Hak dan kekuasaan tersebut dimiliki juga oleh Penyidik, dimana 

kewenangan yang dipunyai oleh Penyidik lebih luas dari pada itu.
11

 Selain itu 

dalam KUHAP sendiri bagian penyelidikan dimasukan dalam bab mengenai 

Penyidikan.
12

 

Sedangkan peranan jaksa selaku penuntut umum serta eksekutor dalam 

perkara pidana
13

, Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana, yaitu:
14

 

1. Melaksanakan tuntutan. 

2. Melakukan perintah hakim serta putusan pengadilan yang sudah 

mendapatkan kekuatan hukum tetap. 

3. Melaksanakan penjagaan kepada prosedur putusan pidana pengawasan, 

putusan pidana bersyarat, serta keputusan lepas bersyarat. 

                                                             
11

 Lihat Pasal 7 Ayat (1) KUHAP. 
12

 Lihat Bab XIV KUHAP tentang Penyidikan. 
13

 Lihat Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4401). 
14

 Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4401). 
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4. Melaksanakan pengusutan kepada tindak pidana yang sudah pasti, 

bersumber pada hukum. 

5. Menggenapkan kumpulan data masalah yang sudah pasti serta dapat 

melakukan penyusutan pelengkap semasih belum diserahkan pada 

pengadilan yang dalam prosesnya diatur melalui pejabat setempat. 

Menurut ketentuan tersebut, jaksa berperan selaku penuntut umum yang 

melaksanakan “tindakan penuntutan”. Berdasarkan Pasal 137 KUHAP, 

“penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang 

didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan 

melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”. Selanjutnya 

pada Pasal 140 ayat (1) KUHAP menegaskan mengenai “Dalam hal penuntut 

umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia 

dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.
15

 merupakan dasar, Pasal 14 

huruf d KUHAP yang memaparkan mengenai jaksa penuntut umum berwenang 

menciptakan dakwaan. 

Pencegahan tindak pidana korupsi tidaklah terlepas dari ikhtiar aparat 

Penegak Hukum dalam melaksanakan ikhtiar penegakan hukum di bidang 

tindak pidana Korupsi. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan bahwa 

                                                             
15

 Lihat Penjelasan Pasal 137 dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP. 
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“jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, 

dan penuntutan tindak pidana korupsi”.
16

 Di pasal ini dijelaskan Jaksa Agung 

yang mempunyai hak dan kekuasaan guna melaksanakan penyelidikan, 

penyidikan, serta penuntutan dan melaksanakan eksekusi kepada putusan hakim 

didalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sama dengan Pasal 30 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia.
17

 

Menurut J.E. Sahetapy yang menyatakan bahwa konsep Integrated 

Criminal Justice System, kewenangan penegakan hukum terbagi menjadi dua, 

yaitu:
18

 

1. Kepolisian adalah penyidik tunggal. 

2. Kejaksaan adalah penuntut umum. 

Dengan demikian menurut Andi Hamzah sesuai dengan Pasal 14 

KUHAP, jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak memiliki hak dan 

kekuasaan menyidik perkara, dari permulaan ataupun kelanjutan. Selanjutnya 

kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi 

                                                             
16

 Lihat Penjelasan Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHAP. 
17

 Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401). 
18

 Firmansyah, Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana 

Korupsi Dari Perspektif Integrated Criminal Justice System, Yogyakarta: Idea Press, 2010, hlm. 8-9. 
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lebih ditegaskan lagi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1991 yang tidak 

mengatur hal tersebut. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) 

huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang menyatakan di bidang 

pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melaksanakan penyidikan 

kepada tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana yang diatur pada 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 perihal Pengadilan Hak Asasi Manusia, 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi..
19

 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ini telah memperkokoh landasan 

hukum kewenangan jaksa selaku penyidik serta penuntut umum tindak pidana 

korupsi. Menempatkan peran penyidikan dan penuntutan “satu atap” adalah 

tidak sesuai dengan isi KUHAP.Sehingga seolah-olah sifat khusus Undang-

undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan dualism dan 

dapat menimbulkan efek samping penyalahgunaan kekuasaan dari lembaga 

kejaksaan.
20

 

Berdasarkan pemetaan penindakan kasus korupsi oleh Indonesia 

Corruption Watch (ICW) mengenai jumlah Kejaksaan yang berada di seluruh 

                                                             
19

 Ibid.,hlm. 9. 
20

 Ibid., 
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wilayah Indonesia, lembaga Adhyaksa tersebut mempunyai perlengkapan 

kantor sebanyak 520 unit. Selanjutnya, anggaran yang telah diberikan oleh 

Pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Kejaksaan senilai 

Rp.200.000.000 dan dibagi lagi ke dalam beberapa kegiatan, yaitu pada 

penyelidikan senilai Rp.25.000.000, pada penyidikan senilai Rp.50.000.000, 

pada penuntutan senilai Rp.100.000.000, dan pada eksekusi penuntutan senilai 

Rp.25.000.000.
21

 

Grafik 1.1 

Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi Oleh Kejaksaan 

 

Sumber : Wana Alamsyah, Lais Abid dan Agus Sunaryanto,  Penindakan Kasus 

Korupsi Tahun 2018, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2018,  

hlm. 22. https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/ 

laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, Diakses pada 16 

Januari 2020. Pukul 19:30 WIB. 

                                                             
21

 Wana Alamsyah, Lais Abid dan Agus Sunaryanto,  Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018, 

Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2018,  hlm. 22, 

https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, 

Diakses pada 16 Januari 2020. Pukul 19:30 WIB. 
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Penindakan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

Kejaksaan dari tahun 2015 sampai 2018 tersebut mengalami penurunan baik itu 

dari segi kasus maupun tersangka. Penurunan penanganan kasus tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat diartikan sebagai sebuah indikasi 

adanya penurunan kinerja oleh pihak Kejaksaan. Namun rata-rata kasus korupsi 

yang ditangani oleh Kejaksaan sebanyak 20 kasus perbulan, dan rata-rata 

tersangka yang ditetapkan sebanyak 2 orang dari setiap kasus, serta kerugian 

Negara yang ditimbulkan yaitu sebesar Rp.20.000.000.000. (dua puluh miliar 

rupiah).
22

 

Dari sejumlah kasus yang ditangani oleh pihak Kejaksaan, tidak 

merepresentasikan jumlah kantor Kejaksaan yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Dari total 520 kantor Kejaksaan, hanya sebanyak 235 kantor 

Kejaksaan yang mampu menangani kasus tindak pidana korupsi. Jika 

dibandingkan maka ada sejumlah Kejaksaan yang diduga tidak dapat 

menangani kasus korupsi. Padahal setiap tahunnya Kejaksaan mendapatkan 

anggaran untuk melakukan penindakan terkait kasus tindak pidana korupsi. 

Dengan tidak adanya saluran informasi bagi masyarakat untuk mengetahui 

kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani dan buruknya kinerja dari 

                                                             
22

 Wana Alamsyah, Lais Abid dan Agus Sunaryanto,  Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018, 

Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2018,  hlm. 22, 

https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, 

Diakses pada 16 Januari 2020. Pukul 19:30 WIB. 
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Kejaksaan maka sangat penting untuk melakukan reformasi atau pembaruan di 

dalam tubuh lembaga Adhyaksa tersebut.
23

 

Dari pola tersebut menunjukkan bahwa sejatinya Kejaksaan sampai saat 

ini masih berfokus pada pengenaan pidana yang dilakukan oleh tingkat 

pelaksana proyek pemerintahan. Sementara itu, pemeran utama dari kasus 

tindak pidana korupsi tersebut belum dapat terungkap. Oleh karena itulah 

Kejaksaan seharusnya dapat melakukan penggalian barang bukti guna untuk 

pengungkapan sebuah kasus tersebut adalah benar merupakan tindak pidana 

korupsi.
24

 

Peranan jaksa sebagai penuntut umum tunggal atau single prosecution 

system yang merupakan suatu landasan dari pelaksanaan tugas kejaksaan yang 

bertujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan 

ciri khas yang menyatu didalam tata laku, tata pikir, serta tata kerja pada 

kejaksaan. Yang harus dimiliki oleh aparat kejaksaan adalah suatu keahlian 

yang profesional, baik itu mengenai pengertian dan pemahaman. Hal ini adalah 

salah satu upaya dari aparat kejaksaan supaya pemberantasan tindak pidana 

korupsi dapat berhasil. Adapun ciri khas pada pelaku tindak pidana korupsi 

                                                             
23

 Wana Alamsyah, Lais Abid dan Agus Sunaryanto,  Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018, 

Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2018,  hlm. 23, 

https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, 

Diakses pada 16 Januari 2020. Pukul 19:30 WIB. 
24

 Wana Alamsyah, Lais Abid dan Agus Sunaryanto,  Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018, 

Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2018,  hlm. 23, 

https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf, 

Diakses pada 16 Januari 2020. Pukul 19:30 WIB. 
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pada umumnya dikerjakan bagi masyarakat kalangan atas serta memiliki 

pekerjaan yang sering dikenal dengan while collar crime atau bisa disebut 

dengan kejahatan kerah putih.
25

 

Mengenai Kejaksaan Republik Indonesia yaitu lembaga pemerintahan 

yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pada 

pelaksanaan tugas, salah satunya kewenangan di bidang penuntutan pada 

perkara tindak pidana korupsi. Pelaksanaan kekuasaan Negara tersebut di 

selenggarakan oleh : yang pertama Kejaksaan Agung yang berkedudukan dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Indonesia yaitu 415 

kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, dan 5 kota administrasi dalam 34 

provinsi di Indonesia. Yang kedua Kejaksaan Tinggi, yang dalam hal ini berada 

di Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan dan daerah hukumnya 

meliputi 4 kota di provinsi dan 13 Kabupaten di seluruh wilayah Sumatera 

Selatan, dan yang ketiga Kejaksaan Negeri, yang dalam hal ini berada di Kota 

Palembang serta berkedudukan dan wilayah hukumnya mencakup Ibukota 

Sematera Selatan saja.
26

 Dari 3 kantor Kejaksaan tersebut, maka penulis 

memilih untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan 

dikarenakan penelitian ini hanya mencakup pada wilayah hukum provinsi 

Sumatera Selatan saja, tidak meliputi wilayah kekuasaan Negara Indonesia, dan 

                                                             
25

 Jan. S. Maringka, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2017, hlm. 49. 
26

 Anonim, Kejaksaan Republik Indonesia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_ 

republik_Indonesia, Diakses pada 21 Januari 2020, Pukul 18:30 WIB. 
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jika di Ibu Kota Palembang saja maka cakupan wilayahnya sangatlah sempit 

karena hanya di kota Palembang saja. 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka akan 

diadakan penelitian "PERAN JAKSA DALAM MENANGGULANGI 

TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN TINGGI 

SUMATERA SELATAN" 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitianini: 

1. Bagaimanakah peran jaksa dalam menaggulangi tindak pidana korupsi 

pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan? 

2. Apa saja faktor yang membatasi jaksa dalam menanggulangi tindak 

pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang penulis temukan dalam penelitian ini : 

1. Agar mengetahui peran jaksa dalam menanggulangi tindak pidana korupsi 

pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 
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2. Untuk mengetahui faktor yang membatasi jaksa dalam menanggulangi 

tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk 

masyarakat dalam perkembangan dibidang hukum, terkhusus hukum 

pidana. Dapat pula digunakan untuk perkembangan daya berfikir pada 

disiplin ilmu yang dimiliki masyarakat pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat 

yang tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai peranan jaksa 

dalam tindak pidana korupsi. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkupnya membahas peran jaksa dalam menanggulangi tindak 

pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan faktor yang 
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membatasi jaksa agar dapat tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Tinggi 

Sumatera Selatan. 

 

F.      Kerangka Teori 

1. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk menciptakan 

suatu konsep atau ide hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum sendiri adalah suatu proses yang tidak bisa melibatkan 

hanya satu pihak saja, artinya banyak pihak yang diperlukan dalam 

menciptakan penegakan hukum itu sendiri.
27

 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum itu sendiri 

merupakan suatu permasalahan yang sebenarnya terletak pada faktor-

faktor yang mempengaruhinya, mulai dari dampak positif hingga dampak 

negatif yang diberikan oleh penegakan hukum tersebut, diantaranya 

adalah:
28

 

a. Faktor hukumnya sendiri. 

b. Faktor penegakan hukum. 

                                                             
27

 Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 37. 
28

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2010, hlm. 8. 
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c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

d. Faktor masyarakat. 

e. Faktor kebudayaan 

2. Teori Peranan 

Peranan adalah salah satu aspek yang sangat dinamis didalam 

kedudukan suatu hal. Teori peran (Role Theory) merupakan perpaduan 

dari suatu teori, disiplin ilmu, maupun orientasi, teori ini juga merupakan 

teori yang sering digunakan dalam masalah antropologi dan sosiologi. 

Peranan yang mengakibatkan seseorang berhubungan dengan pihak lain 

disebut dengan Role Sectore, sedangkan peranan yang mengakibatkan 

seseorang berhubungan dengan beberapa pihak disebut dengan Role Set.
29

 

Unsur-unsur didalam suatu peranan tertentu dapat dijabarkan menjadi:
30

 

a. Peranan yang ideal. 

b. Peranan yang seharusnya. 

c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. 

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan. 

 

                                                             
29

 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005, hlm. 224. 
30

 Soerjono Soekanto,  Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012, hlm. 20. 
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G. Metode Penelitian 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis-empiris, 

dimana penelitian ini berkaitan dengan menganalisis permasalahan yang 

dilakukan dengan cara memadukan sumber data primer dan data sekunder 

yakni berasal melalui sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. 

Dengan menempuh data lapangan yaitu wawancara terhadap Jaksa pada 

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan khususnya di bidang pidana khusus, 

dan dengan cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani.
31

 

                                                             
31

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Jakarta: Prenadmedia, 2005, hlm. 

133. 
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b. Pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan yang 

dilakukan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah 

hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama kasus-kasus 

yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam 

yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus 

penelitian.
32

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan penulisan 

bahan primer dan bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier, yaitu: 

1. Data primer, diambil secara tidak dengan perantara, melalui 

penelitian tempat, dengan melalui pengamatan dan wawancara 

dengan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, khususnya 

jaksa pada bidang hukum pidana khusus. 

2. Data sekunder, diambil dengan menelusuri bahan bacaan maupun 

peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder 

dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                             
32

 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 

Publishing, 2005, hlm. 321. 
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Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam 

penelitian ini terdiri dari : 

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 perihal 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perihal 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 perihal Tindak 

Pidana Pencucian Uang. 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 

Tahun 1999 perihal Pembentukan Komisi Pemeriksaan 

Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara 

Negara. 

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
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b. Bahan Hukum Sekunder  

Berisikan penjabaran atau informasi mengenai segala 

hukum primer yang didapat melalui buku-buku literature, 

hasil-hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi, artikel media 

elektronik atau cetak, teori-teori hukum, asas-asas hukum, 

serta beberapa pendapat dari pakar ahli hukum yang relevan 

dengan objek kajian dalam penelitian ini.
33

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Yang pada dasarnya mencakup segala macam pokok 

bahasan serta menghasilkan ketentuan mengenai bahan 

hukum primer serta bahan hukum sekunder, atau sebagai tolak 

ukur bidang hukum dan bahan primer, sekunder, serta sebagai 

penunjang diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, 

kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relefan 

dengan objek kajian didalam penelitian ini. 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, hlm. 52. 
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4. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau keseluruhan objek yang dikaji dari 

populasi atau banyaknya jumlah.
34

 Sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan cara purposive/juggemental sampling, yaitu dengan menetapkan 

suatu elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau 

masalah penelitian.
35

 Yang pada penelitian ini menggunakan 2 orang 

Jaksa dalam bidang Hukum Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi 

Sumatera Selatan. 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi 

Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Gubernur H. Bastari, 8 Ulu, 

Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30257. 

Dikarenakan tindak pidana korupsi di daerah Kejaksaan Tinggi Sumatera 

Selatan semakin meningkat. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan dimana didalamnya berupa 

pengertian dari penelitian yang sebenarnya, yang bisa didapatkan melalui 

data lapangan yaitu dengan menggunakan perlengkapan atau alat yang 

sudah disediakan secara tertulis, bisa juga tidak menggunakan alat sama 

sekali dalam mengumpulkan data tersebut dengan mengunakan imajinasi 

                                                             
34

 Ibid., hlm. 119. 
35

 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 112. 
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mengenai data yang sedang dianalisis, hal ini merupakan teknik 

pengumpulan data secara primer.
36

 Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan yaitu teknik dalam pengumpulan data secara 

langsung dalam penelitian yang bersifat primer. Studi lapangan 

pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara 

lisan guna mendapatkan informasi yang diperlukan secara langsung 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhadapan 

langsung antara interviewer(s) dan responden.
37

 Studi lapangan 

pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara 

terhadap bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, 

khususnya dibidang penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan yaitu teknik dalam pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara membaca serta mengkaji bahan-bahan 

tertulis seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, 

dan lain sebagainya, agar mendapatkan data primer dan sekunder 

(primer, sekunder, tersier). 
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 Joko Subagyo, Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2004, hlm. 37. 
37

 Ibid., hlm. 39. 
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7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan dimana didalamnya dapat 

memanfaatkan suatu data tertentu agar dapat memperoleh sebuah 

kebenaran atau ketidak benaran hipotesa. Analisis data juga diperlukan 

kreatifitas penganalisis, dimulai dari kemampuan dalam menalarkan suatu 

hal atau beimajinasi agar bisa mendapatkan hasil dari suatu hipotesa.
38

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 

dimana dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi 

dalam bentuk penjelasan pada bahasa prosa lalu dikaitkan dengan 

menggunakan data yang lain, guna mendapatkan penjelasan terhadap 

suatu kebenaran atau ketidak benaran dari penelitian ini. 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan adalah akhir dari suatu proses penelitian yang telah 

berhasil disusun sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Dalam 

pembuatan kesimpulan penulis haruslah teliti dengan isi tulisan yang telah 

disusun dengan baik, hal ini merupakan jawaban atas rumusan masalah 

dalam penelitian.
39

 

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah menggunakan 

metode penarikan kesimpulan secara deduktif, artinya Penarikan 

                                                             
38

 Ibid., hlm. 106. 
39

 Beni Ahmad, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, hlm. 93. 
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kesimpulan yang mempunyai pola dari umum ke khusus, dimana kalimat 

utama yang berada di awal paagraf berperan sebagai unsur umum, dan 

kalimat-kalimat penjelas setelahnya berfungsi sebagai komponen khusus 

pada pola deduktif ini.
40

 

Dalam menarik kesimpulan pada penulisan ini, data maupun fakta, 

serta informasi umum mengenai peranan jaksa dalam tindak pidana 

korupsi yang akan penulis kumpulkan melalui wawancara langsung
41

 

ataupun tidak langsung
42

 pada Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera 

Selatan. 

                                                             
40

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, 

hlm. 10. 
41

 Wawancara langsung (direct interview) yaitu wawancara yang dilakukan antara peneliti dan 

narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama yang telah dibuat oleh peneliti 

sebelumnya untuk diajukan kepada para narasumber yang berbeda-beda. 
42

 Wawancara tidak langsung (indirect interview) yaitu wawancara yang dilakukan antara 

peneliti dan narasumber dengan cara peneliti memberikan rangsangan atau umpan kepada narasumber 

untuk berbicara, dengan seperti itu peneliti memberikan pertanyaan yang berbeda-beda kepada setiap 

narasumber yang berbeda pula. 
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